KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   150 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataan perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

Fungsi Dinas Kabupaten Kesehatan Bantul :

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992,Tambahan Lembaran Negar Nomor 1495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 30 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Kesehatan adalah dinas Kesehatan kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  yang meliputi sekretaris, bidang, sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis DinasRumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebutUPTD RSUD dan UPTD Puskesmas;

8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepla UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang meliputi sekretaris, bidang, sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana dan program kepegawaian , keangan , surat-menyurat, humas dan protocol, mengkoordinasikan perencanaan kesehatan, memberi pelayanan administrative, penyusunan data dan statistik , tugas-tugas umum dan pembuatan laporan;

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program, dta statistik, laporan dan informasi kesehatan, kehumasan dan protocol;;

b. Pelaksanan administrasi kepegawaian;.

c. Pengelolaaan keuangan;

d. Pengelolaaan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan,dan perpustakaan;

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Rencana dan Informasi;

b. Sub Bagian Kepegawaian;

c.   Sub Bagian Keuangan;

d.   Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Rencana dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, data statistik, laporan, informasi, kehumasan dan protokol;

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;

(3) Sub Bagian Keuangan  mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan;

(4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan;

Bagian Kedua

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai  tugas melaksanakan peningkatan mutu upaya kesehatan, pembinaan pelayanan rumah sakit milik Pemerintah daerah, swasta, pusar kesehatan masyarakat, kesehatan khusus, menganalisis kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan dan medis, bahn kimia, peralatan rumah sakit dan pengelolaan gudang farmasi, pemberian perijinan : pendirian klinik, balai kesehatan swasta, apotik, took obat, rumah sakit bersalin swasta, ijin praktek tenaga medis dan bidan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub DinasPelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Pembinaan usaha pengembangan rumah sakit, poliklinik, Puskesmas, Usaha Kesehatan gigi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan, kesehatan masyarakat dan kesehatan khusus;

b. Pengawasan pelaksanan usaha pengembngan upaya kesehatan dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta kegiatan rumah sakit dan puskesmas;

c. Penganalisaan dan penilaian teknis usaha-usaha penyiapan sarana  pelayanan kesehatan dasar, pengunaan alat perlengkapan rumah sakit, Pusat kesehatan Masyarakat, serta alt-alt medis dan obat-obatan;

d. Pengadaan dan pendistribusian obat-obatan , peralatn kesehatan serta penyimpanan obat-obatan, peralatan kesehatan pada gudang obat dan gudang peralatan;

e. Pemberian ijin pendirian klinik balai pengobatan swasta, apotik, took obat, rumah sakit bersalin swasta, ijin praktek tenaga medis dan bidan.

Pasal 8

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan  terdiri dari :

a. Seksi Rumah sakit;

b. Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. Seksi Pelayanan Kesehatan Lain;

d. Seksi Kefarmasian;

Pasal  9

(1) Seksi Rumah sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penganalisaan data, monitoring upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum dan swasta, kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di rumah sakit serta pemberian pelayanan sosial rehabilitasi kesehatan penyandang nasalah sosial;

(2) Seksi Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan analisis, pengawasan penggunaan alat perlengkapan kesehatan, alat medis, obat-obatan pada Pusat kesehatan Masyarakat dan memberikan pelayanan sosial rehabilitasi kesehatan penyandang nasalah sosial;

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha kesehatan gigi, mata, laboratorium dan upaya kesehatan dasar serta upaya kesehatan lainnya seperti jiwa, perawatan kesehatan masyarakat, pemberian ijin pemberian klinik, balai kesehatan swasta, apotik, took obat, rumah sakit bersalin swasta, ijin praktek tenaga medis, dan paramedis serta lain-lain yang berhubungan dengan perijinan pelayanan swasta;
(4) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pelaksanaan pengadaan, distribusi, dan rencana kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan serta pengelolaan gudang farmasi;;
Bagian Ketiga

Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit

Pasal 10

Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan penyakit mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengamatan, pemberantasan penyakit, mengadakan bimbingan serta supervisi teknis upaya pengamatan, pemberantasan vector dan Pencegahan penyakit di lapangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan penyakit mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan pengamatan gejala-gejala penyakit menular;

b. Pelaksanaan upaya pengamatan dan pemberantasan penyakit menular;

c. Pelaksanaan supervisi, bimbingan teknis, pelaksanaan upaya pengamatan, pemberantasan vector dan Pencegahan penyakit di lapangan.

d. penyiapan informasi, penyebarluasan cara pemberantasan penyakit dn pendatan penyakit menular.

Pasal 12

Sub Dinas Pemberantasan dan Pencegahan penyakit Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan Penyakit;

b. Seksi Imunisasi;

c. Seksi Pemberantasan Vektor;

d. Seksi Pengendalain Penyakit Menular Langsung;

Pasal 13

(1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai mengumpulkan data dan bahan rencana peneliian bahan penyakit menular serta upaya pengamatan penyakit menular di lapangan;

(2) Seksi Imunisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan evaluasi, bimbingan pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi;

(3) Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector serta supervisi dan bimbingan teknis penanggulangan penyakit menular;

(4) Seksi Pengendalain Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan dan pengendalain penyakit menular.

Bagian Keempat

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan Permukiman, Hygien dan Sanitasi

Pasal 14

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan Permukiman, Hygien dan sanitasi mempunyai tugas mensistimasikan dan menganalisis data dalam bidang kebersihan lingkungan permukiman dan kesehatan tempat umum, pemberian petunjuk cara pembuatan jamban keluarga dan sertifikasi penyuluhan produser makanan, minuman serta pengawasan tempat penjualan makanan dan minuman.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Kesehatan Lingkungan Permukiman, Hygien dan sanitasi mempunyai fungsi :

a. Pemberian petunjuk-petunjuk cara pembuatan jamban yang sehat serta penyelenggaran kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman dan kesehatan tempat-tempat umum;

b. Pengkoordinasian usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;

c. Pembinaan petugas kesehatan kebersihan lingkungan pemukiman;

d. Pembinaan dan pengawasan pembuatan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pengusaha produk makanan dan minuman;

e. Penganalisisan data lingkungan permukiman, produk makanan dan minuman yang berda di pasar, sarana air minum serta jamban keluarga yang memenuhi standar kesehatan.

Pasal 16

Sub Dinas Kesehatan Lingkungan Permukiman, Hygien dan sanitasi terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat Umum;

b. Seksi Kualitas Air dan Lingkungan;

c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan;

d. Seksi Penyehatn Lingkungan dan Perumahan/Permukiman

Pasal 17

(1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat Umum mempunyai tugas mensistematiskan dan menganalisa data dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk peningkatan fasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum;

(2) Seksi Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pemanfaatan dan pemekiharaan kesehatan lingkungan, cara-cara sarana pembuatan air minum dan jamban keluarga yang sehat serta melaksanakan pengawasan kualitas air minum;

(3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan mempunyai tugas menginventarisasi produk-produk makanan dan minuman yang berada di pasaran, pengawasan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara pembuatan makanan dan minuman yang sehat serta pelayanan kesehatan;

(4) Seksi Penyehatn Lingkungan dan Perumahan/Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pelaksanan peningkatan kesehatan lingkungan di lingkungan perumahan dan permukiman;

Bagian Kelima

Sub Dinas Kesehatan Keluarga

Pasal 18

Sub dinas Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pemeriksaan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, kegiatan keluarga berncana serta peningkatan gizi keluarga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18 Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

a. Penyusunan prigram usaha kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi masyarakat;

b. Penyelenggaraan pemeriksaan ibu dan anak melalui Rumah sakit dan Puskesmas;

c. Pembinaan upaya kesehatan keluarga dan peningkatan gizi keluarga;

d. Penyusunan program kegiatan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan kesehatan kerja;

e. Pengamatan dan bimbingan penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 20

Sub dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :

a. Seksi Kesehtan Ibu dan anak;

b. Seksi Gizi;

c. Seksi Kesehatan sekolah;

d. Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut;

Pasal 21

(1) Seksi Kesehtan Ibu dan anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program usaha-usaha kesehatan ibu dan anak pada unit-unit pelayanan kesehatn;

(2) Seksi Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program gizi keluarga dan msyarakat;

(3) Seksi Kesehatan sekolah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengamatan dan bimbingan penyelenggaraan usaha sekolah;

(4) Seksi Kesehatan Kerja dan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan bagi usia lanjut.

Bagian Keenam

Sub Dinas Penyuluhan Masyarakat

Pasal 22


Sub Dinas Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan program kesehatan dan tata cara hidup sehat serta mengkoordinasikan usaha-usaha peningkatan fasilitas kesehatan institusi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Sub Dinas Penyuluhan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai program kesehatan dan pola hidup sehat melalui kelompok masyarakat serta media masa;

b. Pembinaan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya di bidang kesehatan dan kemampuan aparat kesehatan dalam pengelolaan program alih tejnologi serta penerapan teknologi tepat guna;

c. Pengkoordinasian dalam usaha-usaha peningkatan fasilitas kesehatan, institusi dan usaha kesehatan institusi.

d. Penyebarluasan informasi progran kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat;

Pasal 24

Sub Dinas Penyuluhan Masyarakat terdiri dari :

a. seksi Kesehatan Institusi;

b. Seksi Peran Serta Masyarakat;

c. Seksi Sarana dan Metode;

d. Seksi Penyebarluasan Informasi;

Pasal 25

(1) seksi Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi dan pemantapan kerjasama;

(2) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan;

(3) Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengembangkan materi dan metode penyuluhan kesehatan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan;

(4) Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan menyebarluaskan informasi kesehatan serta pemanfaaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 26

UPTD Rumah Sakit Umum daerah mempunyai tugas dan fungsi yang diatur tersendiri oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksanaan Teknis Humas (UPTD)

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

UPTD puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan , pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 UPTD Puskesmas  mempunyai fungsi :

a. Pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan , PKM , UKS, Olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mat , khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;

b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat , koordinasi upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan , pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada pusat kesehatan masyarakat pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembaangunan kesehatan.

c. Pengembangan upaya kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Kelompok jabatan funsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 19

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 30 TAHUN 2001

